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BAB  V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka disimpulkan 

bahwa posisi strategis utama kesiapan sumber daya manusia dalam 

menerapkan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual berada pada 

kuadran I, yaitu strategi agresif dengan menerapkan strategi SO 

(Strenght-Opportunity).  Hal ini menunjukkan bahwa dengan dukungan 

komitmen pimpinan yang tinggi, pelatihan atau bimtek untuk seluruh 

stakeholders dalam bidang keuangan di dinas pendapatan pengelolaan 

keuangan dan aset daerah Kabupaten Bone Bolango serta kerjasama 

yang baik antar pihak pengelola keuangan daerah dengan memanfaatkan 

perkembangan IPTEK saat ini yang begitu pesat maka sistem akuntansi 

pemerintah berbasis akrual dapat diterapkan. Selain itu, kelemahan 

internal terdapat pada pemahaman aparat yang masih rendah dan 

sebagian aparat pengelola keuangan tidak memiliki pendidikan yang 

berlatar belakang akuntansi, namun mereka dianggap mampu untuk 

menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual dengan bimtek yang telah 

dilakukan.   

1.1 Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa daerah yang paling luas terdapat pada kuadran 

pertama dengan luas 11,055 yang berarti bahwa strstegi SO (agresif) 

merupakan kunci keberhasilan yang prioritas sedangkan daerah yang 

paling sempit terdapat pada kuadran keempat dengan luas 7,435 yang 
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berarti bahwa strategi yang dapat diterapkan yaitu strategi defensif. Untuk 

itu penulis menyarankan beberapa strategi prioritas (strategi SO) yakni: 

a. Perekrutan pegawai bagian keuangan yang berlatar belakang 

akuntansi. 

b. Pemberian reward bagi pegawai bagian keuangan yang memiliki 

kinerja baik. 

c. Pembekalan kemampuan dibidang keuangan dan kemampuan 

dibidang IPTEK 

Sedangkan  strategi alternatif dari penerapan sistem akuntansi 

pemerintah basis akrual ini adalah strategi ST, WO dan WT. 

Selanjutnya penulis menyarankan untuk dapat mengembangkan 

penelitian ini dengan objek penelitian yang terdiri dari beberapa daerah 

dan juga dapat menggunakan metodologi lainnya untuk memperkaya 

hasil penelitian. 
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